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Konteks penelitian ini didasari oleh kasus talak di luar pengadilan yang masih
banyak dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Padahal Negara kita
telah mengatur terkait perceraian ini dalam UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi
Hukum Islam. Ketidaksesuaian antara praktik sosial dengan hukum formal ini memicu
kebingungan di kalangan masyarakat terkait keabsahan talak di luar pengadilan. Hal
ini menjadi tonggak awal dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah,
Lajnah Bahtsul Masail NU, dan Majelis Ulama Indonesia terkait talak di luar
pengadilan.

Fokus Penelitian dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana prosedur talak di luar
pengadilan menurut pandangan NU, Muhammadiyah, dan MUI Kabupaten
Tulungagung? (2) Bagaimana penerimaan atau legitimasi (keabsahan) talak di luar
pengadilan menurut pandangan NU, Muhammadiyah, dan MUI Kabupaten
Tulungagung?

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Metode Kualitatif, dan
termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan studi
kasus. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Tulungagung dengan wawancara bersama
tokoh NU, Muhammadiyah, dan MUI. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu teknik observasi partisipan, wawancara mendalam, dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu kondensasi data, paparan dan
sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan pengecekan
keabsahan temuan menggunakan uji kredibilitas dengan cara triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa: (1) Prosedur talak menurut NU dan
MUI adalah ketika rukun dan syarat talak telah terpenuhi, karena talak adalah hak
prerogratif suami dan dalam fikih yang muktabar tidak pernah disyaratkan bahwa talak
itu harus dilakukan didepan hakim ataupun saksi. Namun, keduanya mendukung
pelaksanaan talak sesuai hukum negara untuk menghindari masalah administratif.
Sedangkan menurut Muhammadiyah, talak belum memenuhi prosedur apabila tidak
dijatuhkan didepan hakim di pengadilan karena Muhammadiyah mengutamakan
pentingnya tertib hukum untuk kemaslahatan. (2) Talak di luar pengadilan diterima
keabsahannya oleh NU dan MUI. Hal ini karena kekhawatiran jika talak yang
diucapkan berkali-kali dianggap tidak sah secara hukum, pasangan suami istri yang
tetap tinggal bersama tanpa status yang jelas dapat dianggap hidup dalam dosa besar,
seperti kumpul kebo atau zina. Sedangkan Muhammadiyah tidak menerima keabsahan
talak di luar pengadilan, karena Muhammadiyah memandang Negara kita Indonesia
adalah Negara kesepakatan dan pembuktian, sehingga produk perundang-undangan
yang telah disepakati harus diterima untuk menjamin keadilan, perlindungan, dan
kemaslahatan.
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The context of this research is based on cases of divorce outside the court that
are still widely practiced by the community in Tulungagung Regency. In fact, our
country has regulated this divorce in Law No. 1 of 1974 and the Compilation of
Islamic Law. The inconsistency between social practices and formal law has
triggered confusion among the community regarding the validity of divorce outside
the court. This became the initial milestone for the issuance of a fatwa by the
Muhammadiyah Tarjih Council, Lajnah Bahtsul Masail NU, and the Indonesian
Ulema Council regarding divorce outside the court.

The focus of the research in this study is: (1) What is the procedure for divorce
outside the court according to the views of NU, Muhammadiyah, and the MUI of
Tulungagung Regency? (2) How is the acceptance or legitimacy (legitimacy) of
divorce outside the court according to the views of NU, Muhammadiyah, and the
MUI of Tulungagung Regency?

The research method used by the author is the Qualitative Method, and is
included in the type of field research with a case study approach. The location of
this research is in Tulungagung Regency with interviews with NU,
Muhammadiyah, and MUI figures. The data collection techniques used in this
study were participant observation, in-depth interviews, and documentation. The
data analysis techniques used were data condensation, data presentation and
presentation, and drawing conclusions or verification. Meanwhile, checking the
validity of the findings used a credibility test by triangulating sources.

The results of this study show that: (1) The divorce procedure according to NU
and MUI is when the pillars and requirements of divorce have been met, because
divorce is the husband's prerogative and in the final figh it is never required that the
divorce must be carried out in front of a judge or witnesses. However, both support
the implementation of divorce according to state law to avoid administrative
problems. Meanwhile, according to Muhammadiyah, divorce has not met the
procedure if it is not imposed in front of a judge in court because Muhammadiyah
prioritizes the importance of legal order for the benefit. (2) Divorce outside the court
is accepted as valid by NU and MUI. This is because of concerns that if divorce that
is pronounced repeatedly is considered legally invalid, a married couple who
continue to live together without a clear status can be considered to be living in a
major sin, such as living together or adultery. Meanwhile, Muhammadiyah does
not accept the validity of divorce outside the court, because Muhammadiyah views
our country, Indonesia, as a country of agreement and proof, so that the agreed-
upon legal products must be accepted to guarantee justice, protection, and welfare.
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